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PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA. Mmj

حيـم      الرّ حمن الرّ الله بســـــم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Mamuju  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxx  xxxxxx,  umur  38  tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman di Dusun Talaba, xx xx xx xx, xxxx

xxxxxxxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxxx,  xxxx

xxxxxx,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, pekerjaan  xxxxxxxxxx,  umur  46  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SD,  tempat  kediaman  di  Dusun

Toppo,  xx  xx  xx  xx,  xxxx  xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx  xxxxxxx,  Kabupaten  Mamuju,

selanjutnya disebut sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan  surat  gugatannya  tertanggal  19  Februari

2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal

19  Februari  2024  dengan  register  perkara  Nomor  68/Pdt.G/2024/PA.  Mmj,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.  Bahwa  pada  tanggal  21  Juli  2010,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Mamuju,

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/36/VII/2010,

tertanggal 21 Juli 2010; 

2. Bahwa  setelah  menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat selama 1 Bulan dan sudah di karuniai 3 anak yang

bernama :

  Nur Ashari usia 12 tahun; 

  Nur Salsabila usia 9 tahun;  

  Ahmad usia 1 tahun; 

3.  Bahwa sejak  Mei  2019  keadaan rumah tangga Penggugat  dan  Tergugat

mulai tidak harmonis disebabkan karena :

   Bahwa pada bulan Mei tahun 2019  Penggugat mendapatkan

kabar dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah memiliki hubungan

dekat dengan perempuan lain, namun Penggugat masih bisa bersabar

dan memaafkan Tergugat;  

   Bahwa pada bulan Maret 2023 Penggugat menerima kabar dari

teman  di  Polewali  Mandar  bahwa  Tergugat  telah  melangsungkan

pernikahan di Polewali Mandar dengan perempuan lain yang merupakan

langganan  mobil  Tergugat  tanpa  sepengetahuan  Penggugat,  namun

Penggugat  masih  bisa  bersabar  dikarenakan  anakanak  Penggugat

masih kecil-kecil; 

   Bahwa puncaknya pada tanggal 17 Agustus 2023 Tergugat pergi

meninggalkan kediaman bersama dengan alasan malu kepada orang tua

Penggugat; 

    Bahwa saat  Tergugat  pergi,  pihak keluarga sudah berusaha

melakukan  mediasi  di  Kantor  Desa  Belang-Belang,  namun  Tergugat

tidak menghadiri undangan mediasi; 

   Bahwa  kepergian  Tergugat  sampai  dengan  saat  ini  sudah  6

bulan.  Selama  kepergian  tersebut  Tergugat  pernah  kembali  untuk

mengambil  harta  bersama dan sampai  ini  tidak  pernah  menghubungi

Penggugat lagi.
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4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan, namun antara

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tetap  pada  prinsip  untuk  bercerai,  dan

sudah  tidak  memiliki  I'tikad  baik  untuk  menjalankan  hubungan  rumah

tangga.

5.  Bahwa  anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  masih  sangat  membutuhkan

biaya pemeliharaan Rp.  3.000.000 ,  Oleh karena itu,  Penggugat  mohon

agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut

per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan

sampai  anak-anak  tersebut  dewasa/mandiri  dengan  kenaikan  5  (lima) 

sampai  dengan  10  (sepuluh)  persen  setiap  tahunnya  di  luar  biaya

pendidikan dan kesehatan; 

6.  Bahwa  mengingat  Tergugat  bekerja  sebagai  xxxxxxxxxx  (Rumah  Walet)

dengan penghasilan per  bulan sejumlah Rp 5.000.000,  maka jika terjadi

perceraian  Penggugat  mohon  agar  Tergugat  dihukum  untuk  membayar

nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000 yang harus dibayarkan

sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; 

7.  Bahwa untuk  menjamin  terpenuhinya tuntutan  Penggugat  tentang nafkah

iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Mamuju untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat

sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka  Penggugat memohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili  perkara ini,  untuk berkenan mengabulkan gugatan  Penggugat

dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan  talak satu  ba'in  shughra  Tergugat

(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat

sebelum  Tergugat  mengambil  Akta  Cerai,  berupa: Nafkah  selama  masa

iddah sejumlah Rp. 1.000.000;

4. Memerintahkan  kepada  Panitera  Pengadilan  Agama

Mamuju untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat

memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  memberikan  nafkah

pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5

(lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang

diberikan  melalui  Penggugat  terhitung  sejak  amar  putusan  dijatuhkan

sampai anak tersebut dewasa/mandiri  dengan kenaikan sebesar 5 (lima)

sampai  dengan  10  (sepuluh)  persen  setiap  tahunnya  di  luar  biaya

pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  peraturan  yang

berlaku;  

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

berdasarkan  Berita  Acara  Relaas  Nomor  68/Pdt.G/2024/PA.Mmj  Tanggal  23

Februari dan 01 Maret 2024, yang relaasnya dibacakan dalam persidangan dan

tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

sah;

Bahwa  upaya  perdamaian  melalui  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun meskipun demikian

Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan

mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya  yang  sakinah,  mawaddah  wa
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rahmah,  dan  atas  penasehatan  Majelis  Hakim  Penggugat  menyatakan

mencabut perkaranya dan akan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat; 

Bahwa karena Penggugat  telah mencabut  gugatannya,  maka proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan

perkara,  Penggugat  menyatakan  akan  mencabut  gugatannya  karena  akan

kembali  menjalani  kehidupan  rumah  tangganya  bersama  Tergugat  oleh

karenanya perkara ini tidak dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak

melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula

Tergugat belum pernah hadir dipersidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk

mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  pencabutan  gugatan

Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah  proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai  Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  yang telah

diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 
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Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

68/Pdt.G/2023/PA.MMj tanggal 29 Februari 2024 dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan  Agama  Mamuju untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim  Pengadilan

Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal  07 Maret 2024 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  27  Sya’ban 1445  Hijriah oleh  Firlyanti  Komalasari

Mallarangan.,  S.H.I.  sebagai  Ketua  Majelis,  Dian  Aslamiah,  S.Sy. dan  Tri

Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh  Yahya,

S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Firlyanti Komalasari Mallarangan., S.H.I. 

Hakim Anggota I,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Hakim Anggota II,

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
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Yahya, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

2. Biaya ATK Perkara

3. Biaya Panggilan

4. Biaya PNBP Relaas Panggilan

5. Biaya Redaksi

6. Biaya Materai

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

30.000,-

100.000,-

600.000,-

20.000,-

10.000,-

10.000,-
J u m l a h Rp. 770.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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